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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi 
perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan mekanisme 
pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan 
pemerintah pusat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini 
dilakukan di seluruh desa di wilayah Kota Denpasar. Jumlah 
desa yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 27 desa dan 
jumlah sampel dalam penelitian ini 135 orang dengan metode 
purposive sampling, responden yang dipilih merupakan perangkat 
desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran, 
sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh 
positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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Clarity Budget Objectives, Reporting Systems, And 
Competency in Accountability of Village Fund 

Management 
 

 ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of clarity on 
budget targets, reporting systems and the competence in  accountability 
of village fund management. This research was conducted on 27 villages 
in Denpasar City.  Respondents in this study was 135 people with a 
purposive sampling method. Data collection was carried out using a 
questionnaire. The analysis technique used is multiple linear regression. 
Based on the research results, it shows that the clarity of budget targets, 
the reporting system and the competence of village officials have a 
positive and significant effect on the accountability of village fund 
management. 
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PENDAHULUAN  
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan yang 
lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta 
pemerataan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejateraan dan 
kualitas hidup masyarakat desa. Tujuan dari adanya dana desa yaitu untuk 
meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan 
perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan 
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Melalui dana desa, 
program dari pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat 
sehingga tercapainya desa yang maju, kuat dan mandiri. Mewujudkan 
akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan 
pemerintah merupakan hal terpenting dalam mengelola keuangan pemerintah. 
Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa 
merupakan kewajiban perangkat desa dalam upaya mengurangi peluang 
korupsi, memperkuat mekanisme pemantauan internal dan eksternal serta 
sebagai bukti penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Fitriyani et al., 
2018). Penerimaan dana desa Provinsi Bali pada tahun 2019 sebesar Rp 630 miliar 
yang di transfer ke 9 kabupaten dan kota di provinsi. Pada tahun 2019 Kota 
Denpasar menerima dana desa sebesar Rp 34.750.461.000 dan telah dialokasikan 
ke 27 desa yang terdapat di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar (BPKP, 
2019). Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk tujuan pembangunan 
desa, meningkatkan kesejahteraan desa dan penanggulangan kemiskinan 
(Adhayanto et al., 2019). Alokasi dana desa yang memiliki jumlah yang besar 
memiliki konsekuensi terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-
pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa. Menurut 
Indonesia Corruption Watch (ICW) ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya 
korupsi dana desa yaitu: pertama; kurang melibatkan masyarakat dalam proses 
perencanaan dan pengawasan dana desa; kedua; terbatasnya kompetensi kepala 
desa dan perangkat desa; ketiga; tidak optimalnya lembaga desa; keempat; biaya 
politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Terdapat 
beberapa hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti 
rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan 
desa (Azlina et al., 2017). Keaktifan partisipasi masyarakat desa yang masih 
sangat minim dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam mengelola 
keuangan desa (Aziz, 2016). 

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat atas aktivitas atau program yang dirancang dan dijalankan oleh 
pemerintah untuk kepentingan publik (Azziiz & Prastiti, 2019). Dalam suatu 
pemerintahan desa, kejelasan sasaran anggaran akan berdampak pada 
pemaksimalan penggunaan dana yang kemudian aparatur desa akan memiliki 
informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. 
Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan aparatur mengalami 
kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Panjaitan & Shopiana, 
2017). Penelitian yang dilakukan oleh  Efrizar et al, (2017) menunjukkan kejelasan 
sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. 
Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017) menunjukkan hasil 
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bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dengan akuntabilitas 
kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2017) 
menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kejelasan sasaran anggaran 
berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.  

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan 
mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang 
telah ditetapkan (Afiah & Azwari, 2015). Laporan yang baik adalah laporan yang 
harus disusun dengan jujur, objektif dan transparan. Pemerintah desa selaku 
pengelola dana desa harus mampu menyediakan informasi keuangan yang 
diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dapat dipercaya serta 
akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses infomasi keuangan 
(Triyono et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayattullah & Herdjiono 
(2015) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas 
kinerja pemerintah. Hal yang sama juga di simpulkan oleh Efrizar et al., (2017) 
yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas 
publik. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Precelina & Wuryani (2019) menyatakan sistem pelaporan tidak berpengaruh 
pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pemerintah desa dalam 
melakukan pengelolaan dana desa dituntut untuk melaksakan tugas secara 
akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan (Aulia et 
al., 2018).  

Penyelewengan dana desa dapat terjadi karena kurangnya akuntabilitas 
dalam penggunaan dana desa serta kurangnya kompetensi perangkat desa (Ash-
shidiqqi & Wibisono, 2018). Kualitas perangkat desa yang baik sangat 
dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan untuk mewujudkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangan desa (Meutia & Liliana, 2018). Ada tiga kompenen 
utama dalam membentuk sumber daya manusia yaitu pengetahuan, kompetensi 
dan perilaku (Dewi et al., 2019). Dalam pengelolaan keuangan yang baik, 
perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, 
didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta dengan 
mempunyai pengalaman dibidang keuangan sehingga sumber daya manusia 
tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan 
sistem akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja et al., 2018) 
menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan pada 
pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2016) begitupula 
penelitian yang dilakukan oleh Setyanto & Ritchi (2018) menyimpulkan bahwa 
sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan 
daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetya et 
al., (2017) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya berpengaruh 
negatif terhadap kualitas penerapan SISKEUDES yang merupakan 
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.  

Laporan pengawasan semester II yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali, menyatakan terdapat banyak 
masalah dalam pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Permasalahan yang 
terjadi yaitu pada penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang masih 
terdapat kesalahan dalam implementasi aplikasi siskeudes, kesalahan 
penganggaran dalam APBDes, BUMDes yang belum menetapkan anggaran 
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dasar dan anggaran rumah tangga serta belum dilakukan pencatatan aset atas 
pekerjaan yang sudah selesai (BPKP, 2018). 

Fenomena tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian 
mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan 
kompetensi perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota 
Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi 
perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara praktis 
penelitian berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa se-Kota 
Denpasar dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan 
kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsip utama teori ini berupa hubungan 
kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak lain yang 
menerima wewenang (agensi) dalam bentuk kontrak hubungan kerja sama. 
Pendelegasian wewenang terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang 
(prinsipal) memilih orang lain atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai 
dengan kepentingan principal (Boučková, 2015). Hubungan prinsipal dan agen 
merupakan suatu pendekatan yang yang sangat penting untuk menganalisis 
komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan 
publik berkaitan dengan masalah-masalah kotraktual, yakni informasi yang 
tidak simetris (asymmetric information) (Glinkowska & Kaczmarek, 2016). 
Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pempinan dan 
seluruh staf instansi pemerintahan yang bersangkutan untuk menjamin 
penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Santoso, 2016). Dengan kata lain, kepala desa dan aparaturnya harus 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi 
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-
undangan.  

Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada sejauh mana tujuan anggaran 
tersebut dinyatakan secara spesifik, jelas dan bisa dimengerti oleh pihak yang 
bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Teori agensi menjelaskan bahwa 
akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas dana yang 
diperoleh dengan demikian kejelasan sasaran sangat dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017) dan Ruri (2016) 
menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada 
akuntabilitas kinerja Pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Arta & Rasmini (2019) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas. 
H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. 
Pengelolaan keuangan desa mewajibkan orang-orang yang terlibat dalam 

pemgelolaan keuangan melakukan pelaporan untuk mewujudkan pengelolaan 
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keuangan yang transparan dan akuntabel. Teori agensi menjelaskan tentang 
pentingnya sistem pelaporan dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat dan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola 
keuangan desa. Sistem pelaporan dalam sektor publik harus berpedoman pada 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam peraturan pemerintah 
No 71 Tahun 2010. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayattullah & 
Herdjiono (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin & Suyanto 
(2015) mengungkapkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh Judarmita & Supadmi (2017) mengungkapkan bahwa sistem 
pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas. 
H2: Sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Kota Denpasar. 
Pengaruh kompetensi perangkat desa pada pengelolaan dana desa 

berkaitan dengan teori keagenan. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena 
adanya kepentingan pribadi yang akan membawa dampak negatif bagi 
masyarakat. Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) menggambarkan 
hubungan antara prinsipal dengan agen yang diberikan kepercayaan dalam 
mengelola dan mengambil keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan 
diharapkan meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi dalam pengelolaan 
dana desa. Dalam pengelolaan dana desa yang terjadi antara prinsipal dan agen 
yang mana dalam hal ini pemerintah desa selaku pengelola dan masyarakat 
sebagai subjek pembangunan. Orang yang memiliki kompetensi diharapkan 
memiliki kinerja yang baik untuk mewujudkan tujuan organisasi  (Hariyani & 
Sudrajat, 2017). Penelitian terdahulu tentang kompetensi yang dilakukan oleh 
Mada et al., (2017) dan Sugiarti & Yudianto (2017) memberikan kesimpulan yang 
sama yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 
dana desa. 
H3: Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa  
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
berbentuk penelitian asosiatif. Penelitian dilakukan di 27 desa di Kota Denpasar. 
Variable dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana 
desa (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran 
anggaran (X1), sistem pelaporan (X2), kompetensi perangkat desa (X3). Populasi 
dalam penelitian ini adalah perangkat desa di seluruh desa di Kota Denpasar 
dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 135 orang yang ditentukan dengan 
metode non probability sampling yaitu Teknik purposive sampling, dengan 
kriteria merupakan perangkat desa yang terdiri atas Kepala desa, sekretaris desa, 
kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, Ketua BPD. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 4 pilihan 
jawaban, yaitu poin 4 Sangat Setuju (SS), poin 3 Setuju (S), poin 2 Tidak Setuju 
(TS), dan poin 3 Sangat Tidak Setuju (STS). Teknik analisi data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan tahapan (1) 
uji statistic deskripstif, (2) uji asumsi klasik, (3) analisi regresi linear berganda, (4) 
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pengujian hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (R2), uji kelayakan model 
(Uji F), dan uji hipotesis (Uji t). Model regresi berganda dirumuskan dalam 
bentuk sebagai berikut. 
Y=α+β1X1+β2X2 +β3X3 + ε…….………………………………………………………..(1)  
Keterangan :  
Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
α = Konstanta 
β1 = Koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran 
β2 = Koefisien regresi variabel sistem perencanaan 
β3 = Koefisien regresi variabel kompetensi perangkat desa 
X1 = Kejelasan sasaran anggaran 
X2 = Sistem pelaporan 
X3 = Kompeetensi perangkat desa 
ε= Error 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Responden dalam penelitian ini sebanyak 135 orang. Kuesioner penelitian 
disebarkan ke 27 Desa yang ada Di Kota Denpasar, responden dalam penelitian 
ini merupakan penyelenggara pemerintahan desa di Kota Denpasar yang 
diantaranya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, 
kepala urusan  perencanaan, dan ketua BPD. Ringkasan pengembalian disajikan 
dalam Tabel 1.  
Tabel 1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 135 
Kuesioner yang tidak Kembali 10 
Kuesioner yang dikembalikan 125 
Kuesioner yang digunakan 125 
Tingkat Pengembalian (Respons rate) 
Kuesioner yang dikembalikan x 100%         
Kuesioner yang dikirim                                              

 
92,6% 

Tingkat Pengembalian yang digunakan (useable response rate) 
Kuesioner yang diolah x 100% 
Kuesioner yang dikirm 

 
92,6% 

Sumber: Data Penelitian, 2020 
Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar 

sebanyak 135 kuesioner yang disebar ke 27 Desa Di Kota Denpasar dengan 
jumlah sampel 5 orang di setiap desa. Kuesioner yang kembali sebanyak 125 
kuesioner. Sebanyak 10 kuesioner tidak kembali dikarenakan hilang dan 
kuesioner yang digunakan sebanyak 125 kuesioner. Kuesioner yang diolah 
sebanyak 125 kuesioner dengan persentase sebanyak 92,6%.   

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidak sahnya suatu 
kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menghitung nilai korelasi antara skor 
masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan nilai skor total sehingga 
didapatkan nilai Pearson Corelation menyatan bahwa bila korelasi tiap faktor 
tersebut bernilai positif dan lebih besar dari 0,3 hal tersebut menunjukkan 
seluruh indikator yang terdapat pada penelitian ini terbukti valid (Sugiyono, 
2017:125). 
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Tabel 2. Hasil Uji Validitas 
Variabel Indikator Koefisien 

Korelasi 

Sig. (2-
tailed) 

Keterangan 

 
Kejelasan sasaran 

anggaran 
(X1) 

X1.1 0,911 0,000 Valid 
X1.2 0,879 0,000 Valid 
X1.3 0,936 0,000 Valid 
X1.4 0,862 0,000 Valid 
X1.5 0,877 0,000 Valid 
X1.6 0,869 0,000 Valid 
X1.7 0,879 0,000 Valid 

Sistem pelaporan (X2) 
 

X2.1 0,892 0,000 Valid 
X2.2 0,878 0,000 Valid 
X2.3 0,896 0,000 Valid 
X2.4 0,885 0,000 Valid 
X2.5 0,878 0,000 Valid 
X2.6 0,890 0,000 Valid 

Kompetensi 
(X3) 

X3.1 0,859 0,000 Valid 
X3.2 0,923 0,000 Valid 
X3.3 0,836 0,000 Valid 
X3.4 0,902 0,000 Valid 
X3.5 0,918 0,000 Valid 
X3.6 0,931 0,000 Valid 

Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana 

Desa (Y) 

Y1 0,903 0,000 Valid 
Y2 0,905 0,000 Valid 
Y3 0,929 0,000 Valid 
Y4 0,895 0,000 Valid 

 Y5 0,893 0,000 Valid 
 Y6 0,894 0,000 Valid 
 Y7 0,903 0,000 Valid 
 Y8 0,880 0,000 Valid 
 Y9 0,889 0,000 Valid 
 Y10 0,886 0,000 Valid 
 Y11 0,870 0,000 Valid 
 Y12 0,911 0,000 Valid 
 Y13 0,877 0,000 Valid 
 Y14 0,918 0,000 Valid 
 Y15 0,872 0,000 Valid 
 Y16 0,884 0,000 Valid 
 Y17 0,908 0,000 Valid 
 Y18 0,880 0,000 Valid 
 Y19 0,896 0,000 Valid 
 Y20 0,877 0,000 Valid 
 Y21 0,928 0,000 Valid 

Sumber:  Data Penelitian, 2020 

Hasil uji validitas pada Tabel 2, menunjukkan bahwa seluruh instrumen 
penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kejelasan sasaran 
anggaran, sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa dan akuntabilitas 
pengelolaan dana desa memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total 
seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,3 dengan signifikansi kurang dari 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrument 
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penelitian tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian. Uji 
reliabilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s 
Alpha. Jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan atau 
pernyataan pada masing-masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel.  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya 
kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu koesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan 
adalah konsisten dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2017:130). 
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Kejelasan sasaran anggaran (X1) 0,950 Reliabel 
2 Sistem pelaporan (X2) 0,946 Reliabel 
3 Kompetensi (X3) 0,949 Reliabel 
4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa (Y) 
0,987 Reliabel 

Sumber: Data Penelitian, 2020 

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel 3, menunjukkan bahwa 
seluruh instrumen penelitian yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, 
kompetensi perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki 
koefisien Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60. Jadi dapat dinyatakan bahwa seluruh 
variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau kehandalan sehingga dapat 
digunakan untuk melakukan penelitian. 

Statistik deskriptif adalah ststistik yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:79). 
Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif 

Keterangan N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Kejelasan sasaran 
anggaran  

125 10 28 23.09 4.540 

Sistem pelaporan  125 9 24 19.30 4.201 
Kompetensi  125 9 24 19.42 4.030 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana Desa 

125 30 84 67.66 14.463 

Valid N (listwise) 125     

Sumber: Data Penelitian, 2020 

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki N sebesar 125, nilai 
minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 28, rata-rata sebesar 23,09 
dengan nilai standar deviasi sebesar 4,540.  Variabel sistem pelaporan memiliki 
N sebesar 125, nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 24, rata-rata 
sebesar 19,30 dan nilai standar deviasi sebesar 4,201. Variabel kompetensi 
perangkat desa memiliki N sebesar 125, nilai minimum sebesar 9 dan nilai 
maksimum sebesar 24, rata-rata sebesar 19,42 dan nilai standar deviasi sebesar 
4,030. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki N sebesar 125, nilai 
minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 84, rata-rata sebesar 67,66 dan 
nilai standar deviasi sebesar 14,463. Dapat disimpulkan bahwa jawaban 
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responden tentang kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, kompetensi 
perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah merata.  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel residual mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. 
Normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan antara tingkat 
signifikansi yang didapat dengan tingkat alpha yang digunakan, dimana data 
tersebut dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp.sig. (2-tailed) lebih 
besar dari α = 0,05 (Ghozali, 2016:30). 
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas  

 Unstandardized Residual 

N 125 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,838 

Asymp.Sig.(2-tailed) 0,484 

Sumber: Data Penelitian, 2020 

Hasil uji normalitas pada Tabel 5, menunjukan bahwa besarnya nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,484 yang lebih besar dari 0,05. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara 
normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi 
normalitas. 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada 
atau tidaknya hubungan yang linier (multikolinieritas) antara variabel bebas 
(independen) satu dengan variabel bebas yang lain. Adanya multikolinieritas 
dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai 
tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1 tolerance. Dengan 
kata lain tidak terjadi multikolinieritas adalah yang memiliki nilai VIF ˂ 10 dan 
memiliki angka tolerance ˃0,1. 
Tabel 6. Hasil Uji Multikoleniaritas  

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kejelasan sasaran anggaran (X1) 0,627 1,595 Bebas multikol 
Sistem pelaporan (X2) 0,549 1,820 Bebas multikol 
Kompetensi (X3) 0,554 1,805 Bebas multikol 

Sumber: Data Penelitian, 2020 

Hasil uji multikoleniaritas pada  Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai 
tolerance dan VIF dari seluruh variable tersebut menunjukkan bahwa nilai 
tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF lebih 
kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas. 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah 
variabel yang dioperasikan telah mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika 
tidak mengandung heteroskedastisitas, nilai signifikan variabel bebas terhadap 
nilai absolute residual lebih besar dari α = 0,05 (Ghozali, 2016:31) 
Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Kejelasan sasaran anggaran (X1) 0,507 Bebas heteroskedastisitas 
Sistem pelaporan (X2) 0,739 Bebas heteroskedastisitas 
Kompetensi (X3) 0,688 Bebas heteroskedastisitas 

Sumber: Data Penelitian, 2020 
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Tabel 7, menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing 
variabel adalah di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel 
tersebut bebas dari heteroskedastisitas.  

Analisis Regresi Linier Berganda diolah dengan bantuan software SPSS for 
Windows dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 8.  
Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,735 4,299  171 0,864 
Kejelasan sasaran anggaran  0,771 0,205 0,242 3,767 0,000 
Sistem pelaporan  1,576 0,236 0,458 6,664 0,000 
Kompetensi  0,963 0,245 0,268 3,926 0,000 

 R 0,829     
 R Square 0,686     
 Adjusted R Square 0,679     
 F Statistik 88,316     
 Signifikansi Uji F 0,000     

Sumber: Data Penelitian, 2020 

Berdasarkan Tabel 8, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. 
Y =  0,735 + 0,771X1 + 1,576X2 + 0,963X3 

Hasil persamaan regresi linier berganda menunjukan besar dan arah 
pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikatnya. Koefisien 
regresi yang memiliki nilai positif berarti memiliki pengaruh yang searah. Nilai 
koefisien regresi dari kejelasan sasaran anggaran (X1), sebesar 0,771 menunjukan 
bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kejelasan sasaran anggaran 
terhadap pemilihan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,771. Hal ini 
berarti apabila variabel independen kejelasan sasaran anggaran meningkat 
sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka 
variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan 
sebesar 0,771. Nilai koefisien regresi dari sistem pelaporan (X2), sebesar 1,576 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel sistem pelaporan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 1,576. Hal ini berarti 
apabila variabel independen sistem pelaporan meningkat sebesar 1 satuan 
dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel 
akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 1,576. 
Nilai koefisien regresi dari kompetensi perangkat desa (X3), sebesar 0,963 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kompetensi 
perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,963. Hal 
ini berarti apabila variabel independen kompetensi meningkat sebesar 1 satuan 
dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel 
akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,963. 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. 
Berdasarkan Tabel 8, nilai Adjust R Square sebesar 0,679, hal ini berarti 67,9 
persen variansi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variansi 
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Sistem Pelaporan (X2) dan Kompetensi 
Perangkat Desa (X3), sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.  
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Hasil uji F yang di analisis dengan menggunakan program SPSS 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 88,316 dengan signifkansi sebesar 0,000 < 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa pada kelompok yang diuji memiliki perbedaan 
yang nyata (signifikan). Hasil ini mempunyai arti bahwa ada pengaruh 
signifikan antara kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi 
perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Uji t atau uji hipotesis dilakukan dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa pada 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil analisis variabel kejelasan sasaran 
anggaran pada akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh nilai koefisien 
regresi yang bernilai positif sebesar 0,771 dan nilai signifikasi sebesar  0,000 < 
0,050 mengindikasikan bahwa H1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa 
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik 
kejelasan sasaran anggaran maka akan menyebabkan meningkatnya 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori agensi menjelaskan akuntabilitas 
merupakan kewajiban pemegang amanah dalam hal ini kepala desa dan 
aparatur desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan 
dengan menggunakan dana desa kepada pihak masyarakat sebagai prinsipal. 
Dengan sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah pemerintah desa 
untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sehingga mendoring 
terjadinya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini mendukung penelitian 
yang dilakukan oleh Amalia (2017) dan Nursalam (2016) menyimpulkan bahwa 
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas.  

Berdasarkan hasil pengujian (uji t) dalam penelitian ini, didapatkan hasil 
bahwa sistem pelaporan mempunyai nilai koefisien regresi positif sebesar 1,576 
dan Sig t 0,000 < 0,050. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 
kedua (H2) sistem pelaporan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Teori agensi menjelaskan tentang 
pentingnya sistem pelaporan dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat dan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola 
keuangan desa. Kepala desa dan perangkat desa harus melaporkan pengelolaan 
dana desa serta kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan dana desa kepada 
masyarakat. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Judarmita & 
Supadmi (2017) yang mengungkapkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh 
positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan hasil pengujian (uji t) dalam penelitian ini, didapatkan hasil 
bahwa kompetensi mempunyai nilai koefisien regresi positif sebesar 0,963 dan 
Sig t 0,000 < 0,050. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 
(H3) kompetensi mempunyai pengaruh yang positif pada akuntabilitas 
pengelolaan dana desa diterima. Dalam pengelolaan dana desa yang terjadi 
antara prinsipal dan agen yang mana dalam hal ini pemerintah desa selaku 
pengelola dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kepatuhan seseorang 
akan norma dan aturan dapat menjadi cerminan tingkat kompetensi yang 
dimilikinya. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mada et al., 
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(2017) dan Sugiarti & Yudianto (2017) memberikan kesimpulan yang sama yaitu 
kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  
 
SIMPULAN 
Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa 
memiliki pengeruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, sistem 
pelaporan dan kompetensi perangkat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana 
desa semakin tinggi. Perangkat desa harus meningkatkan kompetensi yang 
dimiliki melalui pelatihan, bimbingan, penguasaan teknologi informasi untuk 
dapat mengelola keuangan dana desa dengan baik. Pemerintah Kota Denpasar 
perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala 
oleh inspektorat sehingga tercipta pengelolaan dana desa yang akuntabel. 
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